
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakcrjaan 
(Lc:rnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcotaitg Keuangan Negara 
fl.embaran Negara Republik Indonesia Taltun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D,,erah 
fLcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana 
beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Dacrah fLcrnbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahao Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang,Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Kcua,,gan Antara Pemerintalt Pusat dan Pemerintalt Daerah (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438}; 

- 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hwuf a 
diatas, tata cara Penerbitan Perpanjangan l2in Memeperkerjakan Tenaga 
Kerja Asing terscbut perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Mcoginga1 : I. Undang-Undang Nomor 14 Taltun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
Daerah Kabupatcn dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Bcrita 
Negara Tahun 1950); 

Menimbang : a bahwa sehubungan dcngan telah ditetapkannya Pl:raturan Daerah 
Nemer 3 Tahun 2013 Tcntang Retribusi Perpanjangan lzin 
mempcrkerjakan Tenaga Kerja Asing, Sesuai Ketentuan Pa.al 12 dan 
Pasal 13 maka teknis Pclal<sanaannya perlu diatur tcntang Tata Cara 
Pcnert>itan Perpanjangan l2in memperkcrjakan tenaga Kerja Asing; 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 

TATA CARA PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA 
KERJA ASING DIKABUPATEN BEKASI 

NOMOR Ra,.,_ 201:; 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

PJJu/tali /IJekrtJe' 



TATA CARA PEIIERBrTAII PERPANJAIIGA!I IZlN IIEIIPERKERJAJLUI 
TENAGA KERJA ASING OmABUPATM BEKASI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

10. Peraruran Pemerintab Nomor 65 Tahun 2012 tenrang Jenis dan Tariff 
Atas Jenis Pencrimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Kementerian Tenaga Kcrja dan Transmigrasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154); 

l l. Pcraturan Pemerintah Nomor 97 Tabun 2012 tentang Retribusi 
Pengendalian Lalu Llntas dan Retribusi Pe<panjangan Izin 
Mempekcrjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 216); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana tdab 
beberapakali diubah tera.khir denga.n Peraturan Menteri Dala!n Negeri 
Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perubaban Atas Pcratura.n Menteri 
Dala.m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangao Daerah; 

13. Peraruran Daerah Kabuparen Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tcntang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembarao Dacrah 
Kabupatcn Bekaoi Tahun 2008 Nomor 6); 

14. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 1en1ang 
Organ.isasi Perangkat Daerah Kabupateo Bekasi Sebagaimana tclah 
diubah beberepa kali terakhir dengan Peraturan Oaerab Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peratwa.n Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organ.isa.si Peraogkat 
Daerah Kabupatcn Bekasi (Lembaran Da.erah Kabupatcn Bekasi 
Tahun 2012 Nomor 8): 

15. Peraturan Oaerah Ka.bupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2013 rentang 
Retribusi Perpaniangan lzin Memperkerjakan Tenaga KetJa A.sing 
(IMTA) (Lembaran Daerah Bekasi Tahun 2013 Nomor 3). 

7. Peraturan Pemcrintahan Nomot 38 Tahun 2007 tcnta.ng Pembagian 
Urusen Pemer:intahan a.ntara Pem.crintah, Pemcrinta.han ~ 
Propinsi dan Pemerimah Daerah Kabupaten/Kota 11..embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 NOn'lor 82. Tambahart Lembarao 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tenrang Pembcrisn dan 
Pexnanfaatan lnsenti.f Pemungutan Pajak dan Retribusi Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 

9. Peraturan Pcmeriniah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PeogeJolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

6. Undang-!Jndang Nomor 28 Tal,un 2009 tcnrang P-djak Oaerah dan 
Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 



I. Daerah adalah Kabupaten Bekass 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan Perangkat Daerab sebagai unsur 

Penyelenggara Pcmerintah Do.crab. 
3. Bupati adalah Bupati Bekasi 
4. Dina• adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai rugas Pokok dan 

fungsi serta brdeng kewenangan di bidang kctcna.gake:rjaan. 

5. Kepala Dinas adalah Kcpala Organisasi Perangkat Oaerah yang mempunyai nrgas 
pokok dan fungsi sorta bidang kewenangan cit bidang ketenagakerjaan, 

6. lzin Memperkerjakrul Tenaga Kcrja Asing yang selanjutnya disu,glcal IMTA adalah 
lzin yang diLerbilkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia kepada Tenaga Kcrja Asing yang bekerja di Indonesia. 

7. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Dinas yang 
dirunjuk . 

8. Tenaga Kerja Asing adaJah warga negara asing pemegang visa dengan maksud 
bekerja di wilayah kabupaten Beknsi. 

9. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum aiau badan-badan Iainnya 
yang memperkerjakan tenaga kerja asing dengan mcmbayar upah atau imbalan 
dalam bentuk lain yang selanjutnya disebut pengguna, 

10. Rencana Penggunaan Tenaga Kcrja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA 
adatah rencana penggunaan tenaga kerja asiog pada jabatan tertentu yang dibuat 
oleh pc:mohon untuk jangka waktu tertcnru yang disankan oleh Mcnteri atau 
pejabat yang ditunjuk. 

11. K!TAS adalah Kartu, lzin Tinggal Sementara. 
12. Retribusi Dacrah yang setanjutnya disebut retribusi adalah punguran daerah 

sebagai pembayaran ata,; jas.a atau pembcrian izin tcrt:cntu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh pcmerintab daerah untuk kepcntingan orang 
pribadi atau badan. 

13. \Vajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
pcrundang-undnagan retribusi diwajibkan unruk melakukan pcmbayaran retribuSt. 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
14. Kas Dacrah adalah Kas Umum Daerab Kabupateo Bekasi, 
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

obyek dan subyek retribusi, penenman besarnya retrihusi yang tcrutang sampai 
kegiatan penagi.han retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan 
penyetcrannya. 

Dalrun Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

BAB I 

f..'ETENTUAN UMUM 



(1) Permohonan perpanjangan IMTA diajukan olch pengguna kepada Bupati mel.alui 
Dinas, dalam waktu. 30 ttiga puluh) hari sebcluro IMTA yang bersangkutan habis 
masa berlakunya. 

(2) Permohonan perpanjangan lMTA sebagaimana dimaksud pada ayat I I) dilakukan 

dengan mengi.i formulir perpanjangan IMTA dcngan mclaropirkan persyaratan 
~ . berikut: .. gll! ...... 

a. Copy IMTA yang masih bcrlaku; 
b. Bukti pembayaran Retribusi melalui bank yang ditUlljuk oleh Bupati; 
c. Copy polis asuransi; 
d. Pelatihan kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping; 
e. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku; 

f. Poto bcrwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) Iember. 

(31 Dalaro hal persyaratan sebagaimana dimalcsud pada ayat 12) lengkap. maka Bupati 
mclalui dinas menerbitkan IMTA paling lama 3 ttigal hari kerja. 

(4) Pengguna se~ana dimaksud pada ayat (I) tidal< termasulc instansi 
pemcrintah, perwakilan negara asing. badan·badan internasional. lembaga sosial, 
lembaga kcagaroaan dan jabatan tertentu di lembaga pcndidikan. 

BABD 

TATA CARA, PERSYARATA1' PERPAlf.JA1'0All' DITA 

Pasal 2 

16. Retribus, pcrpanjangan iz:in mempekerjakan tenaga asing yang selanjutnya disebut 
petpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada 
pembeti kerja tenaga kerja asing. 

17. Surat Ketetapan Rctribusi Daerah yang sel.a,:tjutnya disebut SK.RD adalah surat 
kcputusan yong mencntukan besarnya retribusi yang terutang, 

18. Surat Tagjhan Retribusi Daerah yang selanjutnya discbut STRO a.dahl!l au.rat untuk 
melakqkan tag;han retribusi dan/atau sanksi adroioistrasi berupa bunga dan/atau 

denda. 
J9. l'fflleriksaan adalah oerangkaian kegiatan untuk mcncari. mengumpulkan dan 

pcngolah data dan / atau kcterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraruran pcrundiln&· 

undangan rctribu&i daerah. 
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakao yang 

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Ncgcri Sipil yang selanjutnya disebut (PPNS} 

untuk mencari serta pengu.mpulkan bukti yang dengan itu mcmbuat terang tindak 
pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya, 



( 1) Bagi pengguna Tenaga Kcrja Aoing wajib mcmbayar Retribusi perpanjangan IMTA. 
(2) Besamya Retribusi sebagaimana dlmakeud pada ayat (1) scbesar USP 100 

perorang, perbulan dan perjabatan. 
(31 Retribusi dibayar dimuka selama 12 (dua belas] bulan atau kurun waktu 

penggunaaan Tenaga Kerja Asing, 
(41 Jika penggunaan Tenaga Kerja Asing kurang dari I (sawt bulan pembayaran 

Retribusinya diba,yar I (satu) bulan penuh. 

Pasal6 

Bagian Kesaiu 

Tata Cara Pembayaran clan Tem.pat hmNyaran 

PEIIUNOUT&ll RETRJBUSI DAii' PEftAlUKAlf SISA IUTRIBUSI - 
BABIV 

( l) Pengguna IMTA wajib melaporkan penggunaan Tenaga Kerja Asing kcpada Dinas 
setiap 6 (cnam) bulan sekali. 

(2) Pengguna IMTA wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan 
sesuai dengan Surat Kcputuoan Penge$ilhan RPTKA kepada Dinas setiap I (satu) 
tahun sekali, 

BABm 
PEKGEll'DAUAll 

Pa$&15 

Pasal 4 

(It Setelah pengguna Tenaga Kerja Asing memperoleh !MTA waj,.1, menunjuk dan 

melatih Tenaga Kerja Indonesia calon pendamping yang dipersiapkan sebagai 
pengganti Tenaga Kerja Asing. 

(2) Tenaga Kerja Indonesia c,,!QJ> pench\mpit!g Tenaga Kerja l\$if!8 l>"f"• mdalui 

pengajian atas Kemampuan Keablian dan Kcterampi)an. 
t3t Hasil selcksi dan pelatihan bag; Tenaga Kerja lndoncsia harus dilaksanakan sesuai 

dengan program pendidikan dan pelatihan yang terc::a.nrum dalam RPT'KA sebagai 
bahan pertimbangsn pemberian perpanjangao IMTA. 

t II IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA ~an 
ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama l (satu) tahun. 

(2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat t I) cligun..ia.n scbagai -· 
untuk mcmperpanjang KITAS. 

PasaJ3 



(I) Rctribusi yang telah dibayarkan pada Kas Umum Daerah dapat ditank kembali 
sisanya jika terjadi l'emutusan Hubungan Kerja lPHJQ pada Tenaga KeJ)a Asing 
bcrsangkutan. 

(21 Pcoarikan sisa retribusi sebagaimana dimakud pada ayat (I) hanya dapat diberikan 
kepada pengguna Tenaga Kerja Asing dengan kctcntuan : 
a. Bagi perpanjangan IMTA yang telah ditcrbitkan sisa retnbusi yang tclah dibayar 

pada leas umum qaerah dapat ditarik kembali dari sisa waktu yang belum 
terpakai. 

b. Bagi pcngguna Tenaga Kerja Asing yang membayar retribusi. dan belum 

diterbitka.n IMTAnya dapat ditarik kembali retnbusinya 
(31 Penarikan sisa retnbusi dapat ditarik setelah 3 (tigal bulan dari pengajuan 

permohonan. 
(4) Persayaratan unruk dapat menarik sisa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 11 dao (21 yaitu : 
l. Mengajukan. surat permohonan pengambila.n slsa retnOusi 

2. Melampirkan bukti setcr retribus! asli 
3. Melampirkan bukti pcocabutan lMTA 
4. Polo copy IMTA Tenaga Keria Asulgyang bersangkutan 

(51 Permohooan sebagaimana di.maksud pada ayat (2, Dinas mengeluarkan surat 
ketcrangan pcnarikan sisa relribusi kepada kas umum daerah. 

Pasal 7 

Penarikan Slsa Retrlbusi 

Bagaian Kedua 

{SJ F~ucgunw Tm p; &er,. Amng mda.lcuk.an pembayara.n -retribusi sebagaimana 

dimak,;ud avat I l). 121. {31 clan (4) dengan mengisi formufu- SKRD yang suclah 
ditetapkan oleh kepala 01'0 atau pejabat yang ditunjuk dan mclakukan 
pernbayaran di kaa umum daerah. 

(6) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), (21, (3), (4J. dan (51, 

dilaksanakrul oleh pcngguna Tenaga Kerja Asing pada rekening kas umum daerah, 

Iangsung dikonversikan kedalam kuts rupiah yang nilainya disesuaikao kuts Bank 

Indonesia (Bl) yang bcrlaku pada saat pcmbayarao berdasarkan jumlah bulan mau 
kuruo waktu pengguna tenaga kerja asing. 

(7) Bank pcnerima Retribusi setelab menerima setoran dari Tenaga Kerja Asing 
mcngcluarkan tanda bukti setoran yang dibuat 3 (tiga) masing-masing uotuk : 
a. Lembar pcrtama untuk pengguna tenaga kerja asing 
b. Lembar kedua untuk khas daerah atau Bank penerima retribusi 
c. Lembar ketiga untuk dinas/intansi pengelola izin pengguna tenaga kerja asing 

(8) Tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 
merupakan salah saru persyaratan u.ntuk mendapatkan IMTA. 



(/ Hj. NEl'IEN~SANAH YASIN 

Ditctapkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal 12 -"9 - 2013 f-r· BUPATI BEK.AS! /f 

Agar sctiap orang dapat mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan - . 
clupatl ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belcast. 

Peraturan Bupatl ini rnulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 

KETEIITUAB PEl'IO'fOP 

BABV 

Pemanfaatan dan penerimaan Retribusi Perpanjangan IM'l'A diutamakan untuk: 

( t) Kegiatan pelatihao keterampilan pcncari kerja. pcnganggur dan perluaoan 
kesempatan kerja; 

(21 Kegiatan pelatlhan peni.ngkatan produktivitas pekerja diperusahaan dan pembinaan 
lembaga pelatihan swasta ; 

(3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SOM): 

(4) Biaya operasionaJ kegiaran Antar Kerja, pem.binaan Hubungan lndusuial dan 
Pengawasan Kctenagakerjaan. 

Pasa\8 

Bagian Ketiga 

hmanfaatan Retribusl 

(6) Kas Umum °""'1'ah bcrdasari<an SUrat Ketcrangan Dinas sebagaimana clilnal=,d 
ayar tSJ sdanjucnya mcngcmbalikan Retn"busi sesuai dcngan nilai nominal yang 

tercanrum dalam Surat Keterangan Dinas, 
(7} Kepulangae Tenaga Kerja Asing dengan bukti Exit Permit OoJy (El'OJ yang tidak 

dilaperkan kepada Dinas, sampal habis masa berlakunya U,fTA, maka dianggap 
IMTA tnaaih digunakan oleh pengguna dan Tenaga Kerja Asing dianggap rna&ib 

bekerja, dan sisa Retribusinya tldak dapat ditari.k kembali. 


